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ABSTRACT

Economic empowerment is one of the main problems faced by developing nations. Many programs planned and runs by the governments seem not enough to reduce the number of poverty. One of the ways to gain the better economic empowerment is by using many programs provided by some philanthropic organizations. As many other developing countries, Indonesia’s NGOs also have their programs to empower its society. The raising numbers of Islamic Philanthropic NGOs bring the new horizons for Indonesian people to earn a better economic level. The potential of these islamic-based philanthropic activities can be seen by their practice to mobilize people’s money through zakat and use it to develop many kinds of programs. Instead of giving the poor cash money or food, these Islamic Philanthropic NGOs give various programs to empower people’s economy. This paper will not only describe the characteristics of Islamic philanthropy, but also giving explanations about their potentials to decrease the level of poverty by bringing economic empowerment programs to the Indonesian society.
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Topik tentang konsep dasar dan praktik filantropi Islam saat ini masih menarik untuk dikaji karena beberapa hal. Pertama, meskipun topik ini bukan hal baru, praktik dan pengelolaan filantropi Islam khususnya di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim relatif cukup berkembang setidaknya dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan organisasi filantropi Islam dan kemampuan mereka dalam memobilisasi dana umat. Kedua, praktik filantropi Islam, khususnya di Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, masih sangat khas, yaitu terfokus pada program-program penguatan pelayanan kesejahteraan masyarakat, dalam bidang kesehatan, maupun pendidikan. Ketiga, belum banyak yang membahas betapa prospektifnya gerakan ini dalam mendorong pemberdayaan manusia dalam pembangunan ekonomi. Tulisan ini akan membahas mengenai potensi yang terdapat dalam pengelolaan filantropi berbasis syariah Islam dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Keywords: filantropi, pemberdayaan ekonomi masyarakat 
A. Filantropi Islam
Filantropi Islam yang  dimaksudkan adalah kegiatan komunitas yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, diantaranya melalui kegiatan memberi. Secara konseptual, filantropi memang agak berbeda dengan tradisi memberi dalam Islam, seperti zakat, infak maupun shadaqah. Filantropi lebih berorientasi pada kecintaan pada manusia dan motivasi moral. Sementara dalam Islam, basis filosofisnya adalah kewajiban dari Allah untuk mewujudkan keadilan sosial di muka bumi. Namun, belakangan istilah-istilah tersebut ini popular dipergunakan secara bersamaan dan bertukaran untuk mengidentifikasi praktik kedermawanan berbasis agama, termasuk di kalangan Muslim. Dalam tulisannya mengenai hal ini, Yusuf Ali mengutarakan bahwa kegiatan amal yang dilakukan selalu memiliki tujuan sosial yang jauh ke depan (Ali, 1938). Bagi muslim, kegiatan amal bukanlah sekedar berderma dan memberikan sesuatu. Lebih luas dari sekedar memberi, kegiatan amal bagi muslim berarti juga berbagi yang didasari oleh nilai-nilai keimanan kepada apa yang mereka percayai (Mehmet,1997), selain itu juga merupakan bentuk dari doa dan harapan mereka (Benthall, 1999).  

Meskipun terdapat beragam jenis filantropi Islam, namun ada satu bentuk yang paling potensial. Zakat adalah bentuk utama dari filantropi dalam Islam dan memiliki potensi besar bagi perkembangan Islam politik di sektor filantropi. Dalam prakteknya di negara-negara yang berbeda dalam mengelola amal telah terlihat peningkatan yang cukup besar dalam kuantitas dan kualitas penggunaan dana zakat. Metode seperti profesionalisasi pengumpulan zakat dengan penggunaan perusahaan swasta, penyederhanaan koleksi melalui sistem penggajian, menyandingkan sistem pembayaran zakat dengan sistem pembayaran pajak, partisipasi publik dalam audit dan perencanaan distribusi, laporan keuangan dan pencatatan telah mengalami perbaikan manajemen dan sistem akuntabilitas zakat.Hal inilah yang kemudian membawa dampak pembangunan manusia dan filantropi sosial di negara-negara Muslim dan masyarakat pada umumnya(Hasan, 2007).

B. Potensi Zakat dan Pengelolaan Zakat di Indonesia

Zakat merupakan Rukun Islam yang ketiga. Menurut Qardhawi (1999) Di dalam Al-Qur’an terdapat kurang lebih 27 ayat yang mensejajarkan shalat dengan kewajiban zakat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama akan tetapi dalam ayat yang berbeda, yaitu surat Al-Mu’minun ayat 2-4. Zakat juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keimanan Seorang Muslim, seperti yang tersirat dalam surat Al-Mu’minun ayat 1-4.
Zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya, akan terperhatikan dengan baik (Hafidhuddin, 2002). Zakat juga merupakan sedekah wajib, besarnya telah ditentukan dalam Al-Qur’an dan Hadist, sedangkan yang disebut sedekah sukarela (tidak wajib) adalah infaq, yang besarnya tidak ditentukan, tetapi sesuai dengan keikhlasan masing-masing individu muslim yang ingin mengeluarkan uangnya (Nafik, 2008). 
Pada saat memasuki tahun 2010 kegiatan pembayaran zakat di seluruh dunia semakin meningkat. Diperkirakan lebih dari 80 %  muslim yang termasuk kategori wajib zakat (muzakki) telah menunaikan zakat. Baik dibayarkan melalui Organisasi pengelola zakat, maupun langsung dibayarkan kepada golongan penerima zakat (mustahiq) di negaranya masing-masing.Berdasarkan perhitungan berbagai pihak, khususnya dengan merujuk kepada pola perhitungan yang dilakukan oleh Habib Ahmed dariIslamic Development Bank (IDB), maka dapat terlihat bahwa tahun 2010  diperkirakan potensi zakat dunia dalam setahun tidak kurang dari USD 600 Milyar (www.imz.or.id)

Hal yang berbeda terjadi di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, muslim Indonesia yang sadar untuk membayar zakat masih sedikit dari potensi yang ada. Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2008 menunjukkan bahwa total dana zakat yang terhimpun dari masyarakat masih sekitar 930 milyar. Padahal, dalam berbagai penelitian menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) mengungkapkan bahwa potensi dana zakat di Indonesia mencapai Rp 9,09 triliun pada tahun 2007. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dengan Ford Foundation tahun 2005 yang menunjukkan jumlah potensi filantropi  umat Islam Indonesia mencapai Rp 19,3 triliun (IZDR, 2010). 

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7, yang menyatakan bahwa Lembaga Pengelola Zakat (LAZISIS) terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZIS) didirikan oleh swasta. Lembaga Pengelola Zakat belum bisa menjaring ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) secara optimal dari para muzakki, karena kurangnya kepercayaan muzakki terhadap LAZIS yang ada. Selain kurangnya kepercayaan, tidak adanya transparansi dana pengelolaan zakat dan rendahnya profesionalitas adalah alasan muzakki enggan menggunakan lembaga sebagai penyalur zakatnya. Oleh karena itu, akuntabilitas, transparansi, dan corporate culture merupakan tiga hal pokok yang menentukan citra lembaga zakat yang amanah dan profesional (Hafidhuddin, 2008).

Filantropi Islam memang telah dipraktekkan dalam kehidupan sosial masyarakat Islam di Indonesia sejak lama. Zakat, yang menjadi fokus utama di sini, adalah suatu kegiatan keagamaan yang  praktek pelaksanaannya bersamaan dengan masuknya Islam di Nusantara. Masyarakat Islam di Nusantara telah menggunakan zakat sebagai sumber dana untuk mengembangkan ajaran Islam, dan juga melawan penjajah. Secara keseluruhan, pada masa Islam hadir di Nusantara dan masa kolonial, filantropi Islam dipraktikkan oleh masyarakat Islam secara spontan tanpa pengaturan yang jelas dan terstandar.

Pada awal abad 20 mulai dibentuk pengelolaan zakat secara terlembaga. Karenanya, kelembagaan filantropi Islam melalui organisasi modern di Indonesia adalah fenomena yang belum lama. Setelah 17 Agustus 1945, tradisi pengumpulan zakat tetap dilaksanakan oleh para petugas jawatan urusan agama. Juga terdapat upaya-upaya untuk menggalakkan penggalangan dana zakat di berbagai daerah. Bahkan, beberapa pejabat pemerintah daerah turut serta berpartisipasi dalam penggalangan dana tersebut. Kemudian selama masa kemerdekaan sampai awal orde baru yang berlangsung adalah pola kelembagaan filantropi interpersonal, yang merata di hampir seluruh wilayah Indonesia. Realita ini menunjukkan bahwa kelembagaan filantropi Islam melalui organisasi belum disadari urgensinya oleh masyarakat Islam.

Perhatian yang besar untuk memobilisasi filantropi Islam secara efektif baru tercetus di era orde baru. Pada 1968,saat mantan presiden Suharto menyatakan urgensi akan efektifitas pengelolaan zakat, dan juga menegaskan perlunya dibentuk lembaga amil zakat. Hal tersebut mendorong terbentuknya lembaga organisasi pelaksana, pertimbangan dan pengawasan, dan ujungnya terbentuklah badan amil zakat (BAZIS) pada 5 Desember 1968 dengan SK Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, No. Cb-14/8/18/68 di DKI Jakarta, yang selanjutnya diikuti oleh berbagai propinsi lainnya di Indonesia (www.csrc.or.id).  Namun demikian, secara umum perkembangan dunia filantropi di era Orde Baru cenderung statis dan stagnan.

Babak baru filantropi Islam terjadi saat krisis ekonomi  yang diikuti dengan bencana alam yang merundung Indonesia, serta terbukanya iklim demokrasi di era reformasi sejak akhir 1990-an. Krisis ekonomi merupakan pemantik yang membakar semangat komunitas Muslim guna menjawab problem tersebut. Yayasan Dompet Du’afa (DD) misalnya, dibentuk oleh sebagian karyawan harian Republika untuk merespon kelaparan yang hebat di Gunung Kidul, Yogyakarta. Demikian halnya pula dengan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) yang lahir untuk merespon berbagai bencana alam , khususnya banjir dan gempa bumi, yang merajalela di berbagai wilayah Indonesia. Selain DD dan PKPU, ada beberapa lembaga filantropi Islam lainnya, yaitu Dompet Sosial Ummul Qura (YDSUQ), Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF), Yayasan Daarut Tuhiid, dan lain-lain memiliki visi dan misi perjuangan yang sama. Singkatnya, fenomena tumbuhnya organisasi filantropi Islam yang berbasis masyarakat dan popular dengan sebutan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS), menandai suatu babak baru pengelolaan filantropi Islam.

Berakhirnya monopoli zakat oleh Negara adalah hal yang kondusif bagi proses filantropi Islam untuk keadilan sosial di Indonesia. Menurut Timur Kuran seperti dikutip Hasan (2007) , ketika zakat dikelola secara tersentralisasi oleh Negara maka cenderung yang terjadi adalah korupsi, dan mis-manajemen, mis-alokasi serta upaya distribusi yang hasilnya tidak nyata bagi mustahiq. Pada saat ini kedua organisasi filantropi Islam tersebut, BAZIS dan LAZIS, telah memiliki legalitas hukum untuk menjalankan aktivitasnya secara sah.

Secara keseluruhan meski BAZIS danLAZIS sejauh ini telah maksimal mengelola filantropi Islam namun sesungguhnya hasilnya belum optimal menyembuhkan problem kemiskinan. Ini terjadi terutama berkaitan dengan watak pengelolaan zakat yang bersifat per lembaga dan juga minimnya akuntabilitas.Selain itu, pola berderma secara interpersonal sangat dominan. Hal ini tercermin dari sebagian besar muzakki (94%) menyerahkan zakatnya langsung kepada mustahiq; hanya 4% dana ZIS yang diserahkan melalui BAZIS, 2% melalui LAZISIS, semacam DD. Sejauh ini DD mengumpulkan jumlah terbesar  yakni 2%. Diperkirakan dana perolehan DD pada 2003 mencapai 25 milyar rupiah (2,9 juta dolar AS). Sementara potensi zakat di Indonesia diperkirakan berkisar antara 6 dan 9 milyar rupiah (IZDR, 2010). Bahkan, berdasar riset PBB UIN Jakarta terdapat 19,3 triliun rupiah per tahun potensi dana umat dari sektor zakat, infak dan sedekah. Maka total dana yang dapat dikumpulkan mencapai 14,2 triliun.  

C. Fungsi Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS)

Hafidhuddin (2002) dalam kutipannya mengenai penyaluran zakat secara produktif oleh Yusuf Qardhawi dalam Fiqh Zakatbahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Sebagai pengganti peran tersebut, untuk saat ini dapat diperankan oleh BAZIS atau LAZIS yang kuat, amanah dan profesional. Pemberian zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan atau pendampingan kepada para mustahiq agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para mustahiq semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.
Menurut Sudewo (2004) dalam lembaga zakat ada tiga kegiatan utama, yakni penghimpunan, pengelolaan (keuangan) dan pendayagunaan. Sejalan dengan itu, Hafidhuddin (2002), jika akan dibagi seluruh kegiatan manajemen lembaga pengelola zakat, maka kita dapat membagi kepada tiga kegiatan utamanya, yaitu: Pertama, Penghimpunan atau penggalangan dana zakat, Infaq, dan Shadaqah. Kegiatan ini juga bisa disebut sebagai kegiatan fundrising. Kedua, Keuangan dan manajemen internal, yaitu kegiatan pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan dana serta masalah-masalah internal lainnya, seperti kegiatan kepersonaliaan, umum, dan rumah tangga.Ketiga, Pendayagunaan, yaitu kegiatan penyaluran, pemanfaatan atau pengelolaan program untuk Mustahiq atau penerima manfaat (www.pkesinteraktif.com).
Beberapa ciri utama lembaga zakat yang menerapkan prinsip manajemen modern profesional, diantaranya adalah (1) Pengelolaan zakat secara fulltime, yaitu pengelolaan zakat yang dilakukan dalam jam kerja mengikuti yang ditetapkan oleh dinas tenaga kerja, empa tpuluh jam per-minggu atau jumlah hari kerja minimal 5 hari kerja dalam seminggu. (2) Dikelola oleh orang-orang yang memiliki kompetensi, yaitu setiap orang yang diangkat menjadi pengelola zakat memiliki kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan bidang tugas dan jabatan yang diembannya. (3) Seluruh pengelola mendapat balas jasa yang wajar, yaitu bahwa seluruh pengelola yang terlibat dalam pengelolaan zakat tersebut mendapatkan gaji atau upah yang wajar, sekurang-kurangnya memenuhi keperluan standar untuk hidup yang sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitar keberadaan lembaga pengelola zakat tersebut. (4) Orientasi penilaian di dalam lembaga zakat adalah orientasi prestasi, yaitu bahwa setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan zakat tersebut berorientasi prestasi terhadap pencapaian yang ditetapkan lembaga. (5) Telah menggunakan atau melakukan cara-cara standar manajemen modern, seperti adanya visi, misi, perencanaan tahunan, pengorganisasian, penyusunan anggaran, personalia, serta melakukan evaluasi perkembangan secara periodik. (6) Telah melakukan transparansi dan akuntabilitas lembaga, yaitu telah melakukan pencatatan transaksi dengan benar, menyusun laporan dan selanjutnya mempublikasikan laporan kegiatan dan keuangannya kepada publik. (www.pkes.interaktif.com)

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) memiliki fungsi, salah satunya adalah menyalurkan dana ZIS yang telah dihimpunnya. Contoh program penyaluran zakat secara produktif yang dilakukan oleh LAZIS yang ada di Indonesia adalah program pemberdayaan pendidikan siswa kurang mampu dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) dengan memberikan beasiswa selama masa studi. Program Senyum mandiri dari Rumah Zakat Indonesia (RZI) untuk pengembangan kelompok usaha kecil mandiri, cake house, sarana usaha mandiri, dan lainnya. Program Masyarakat Mandiri dari Dompet Dhuafa Republika (DD) yang bergerak dalam pemberdayaan komunitas di pedesaan, perkotaan dan komunitas di wilayah asal pekerja migran, dan masih banyak lagi program-program yang dilakukan oleh LAZIS lainnya.Laporan Tahunan BAZNAS tahun 2008 menunjukkan bahwa pada tahun 2007 LAZIS berhasil menghimpun dana lebih besar dibanding BAZNAS dan BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah), yaitu sekitar 219 milyar rupiah, sedangkan BAZNAS sebesar 26 milyar dan BAZDA sebanyak 102 milyar (IZDR, 2010). 
Pengalaman dari komunitas yang berbeda juga menunjukkan bahwa Dana zakat, di banyak negara, terutama digunakan untuk tiga tujuan utama yang terkait dengan pembangunan sosial dan manusia, misalnya, pelayanan perkotaan, pendidikan dan kesehatan dan kebersihan. Ada pula banyak contoh terbaru modifikasi kode yang relevan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan filantropis berfokus pada pembangunan manusia dan sosial, dengan menggunakan dana amal dalam kerangka dasar filantropi Islam. 

D. Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat
Zakat amat penting artinya bagi upaya pemberdayaan masyarakat. Inti pemberdayaan masyarakat adalah pertama, pengembangan (enabling). Kedua, mempercepat potensi atau daya (empowering). Ketiga, terciptanya kemandirian, jadi pemberdayaan tidak saja pada masyarakat yang tidak memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian (Winarni dalam Rahman, 2009)

Sejalan dengan hal di atas, pemberdayaan ekonomi lemah adalah kebijakan mengatasi problem yang dialami pelaku ekonomi lokal yang memiliki keterbatasan penguasaan faktor-faktor produksi. Seperti modal (capital) dan keterampilan (skill)  (www.jawapos.com). Jadi dapat disebut bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah membuat perekonomian suatu masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan ekonomi, menjadi masyarakat yang mandiri secara finansial dengan memberikan modal dan keterampilan tertentu sesuai dengan potensi yang tersedia di lingkungan sekitarnya. 

Zakat dalam perannya pada upaya pemberdayaan ekonomi,amat berpotensi meningkatkan permintaan barang dan jasa karena si miskin yang dulu tidak mampu membeli maka setelah menerima zakat menjadi mampu membeli kebutuhannya, sehingga jelaslah bahwa zakat tidak menurunkan konsumsi melainkan meningkatkan konsumsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Ryandono, 2008). Hafidhuddin (2008) juga menegaskan bahwa Zakat, Infaq dan Shadaqah merupakan potensi dana untuk membangun umat, seperti untuk membangun sarana pendidikan yang unggul dan murah, sarana kesehatan, institusi ekonomi, institusi publikasi, dan komunikasi serta yang lainnya. Kemiskinan dan kefakiran pada umat bukanlah semata-mata karena kemalasan bekerja, akan tetapi juga akibat dari pola kehidupan yang timpang, pola kehidupan yang tidak adil, dan merosotnya rasa kesetiakawanan di antara sesama golongan umat, terutama dari golongan mampu terhadap kelompok tidak mampu.Ryandono (2008) juga menjelaskan bahwa zakat memiliki kemampuan untuk mendorong perekonomian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang tergantung dari bagaimana pengelolaannya. Apabila pengelolaannya hanya memungut kemudian dibagikan kepada yang berhak menerimanya (Mustahiq) maka hanya akan memberikan daya dorong dalam jangka pendek atau bersifat sementara, tetapi apabila zakat digunakan untuk memberdayakan ekonomi Mustahiq maka akan memberikan daya dorong dalam jangka panjang.  Zakat akan berdampak jangka panjang apabila zakat tidak hanya untuk menutup kekurangan konsumsi Mustahiq melainkan zakat digunakan untuk memberdayakan ekonomi Mustahiq sehingga pendapatannya akan meningkat di masa akan datang bahkan diharapkan status meningkat menjadi Muzakki. 

Dari sisi pembangunan kesejahteraan, zakat dapat digunakan sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan pengelolaan zakat yang baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sehingga pemerataan pendapata,  economic growth with equity. Di sisi lain Monzer Kahf (1995)  menyatakan bahwa zakat dan sistem pewarisan Islam    cenderung kepada distribusi harta yang egaliter, dan bahwa sebagai akibat dari zakat, harta akan selalu beredar (www.imz.or.id). Dalam hal ini, strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi kerakyatan diharapkan dapat terjadi peningkatan kesejahteraan yang merata. 

Bagaimana pun pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat wirausaha perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Konsep pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi kemajuan diri mereka masing-masing. Setiap upaya pemberdayaan perlu diarahkan pada penciptaan suatu lingkungan yangmendukung masyarakat untuk menikmati kehidupan yangjauh lebih baik. 

Konsep pemberdayaan yang menekankan pada kemandirian ini diperlukan adanya interaksi antara masyarakat, pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dengan perusahaan, sehingga terciptanya kerjasama yang harmonis dan kondusif. LAZIS adalah salah satu lembaga amil di Indonesia yang bermitra dengan masyarakat dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana zakat kepada para mustahiq, dalam memberikan dana bantuan modal untuk pengembangan wirausaha. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjalankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. LAZIS juga banyak membantu kelompok  fakir, miskin, keluarga anak jalanan, keluarga buruh kecil,  keluarga usaha kecil, masyarakat yang tertimpa musibah dan masyarakat yang tergolong berpendapatan rendah lainnya. 

LAZIS kini telah tampak lebih dipercaya oleh masyakat terutama muzakki dalam pemberian dana zakat melalui lembaga yang profesional yang tidak lagi melalui cara konvensional. Dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan LAZIS seperti contohnya Dompet Dhuafa Republika yang  mengambil  peran  dalam  pemberdayaan dan pengembangan ekonomi umat melalui pemberian bantuan dana terhadap pengusaha untuk berusaha secara langsung atau melalui pengembangan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai basis dalam penyaluran dana untuk memperkuat struktur permodalan dan menjadi mediator dalam mengakses sumber-sumber modal usahaprogram pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut sebagai upaya kegiatan yang diarahkan untuk memperbesar akses pendapatan ekonomi masyarakat dalam mencapai kondisi sosial-budaya terutama ekonomi yang lebih baik. Dengan demikian, masyarakat diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik pula.Atas dasar itu, LAZIS melakukan pengembangan sumber daya manusia yaitu melakukan pemberdayaan kewirausahaan dan menanamkam manajemen modern dalam dunia usaha bagi para pelaku ekonomi. Salah satu yang berkembang pesat dalam masyarakat yang dilakukan LAZIS yaitu mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga ekonomi yang berdasarkan pemberdayaan dana zakat di tingkat mustahiq.
LAZIS yang juga merupakan salah satu lembaga ekonomi Islam  yang bergerak  bagi pengembangan ekonomi rakyat, lembaga ini juga di antaranya memfokuskan dirinya bagi pengembangan ekonomi bagi pelaku wirausaha. Lembaga ini memiliki  dua sisi kegiatan yaitu mendistribusikan dana secara konsumtif dan secara produktif. Secara konsumtif berarti dana zakat habis begitu saja dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan membiayai kesehatan. Secara produktif berarti mengembangkan usaha-usaha produktif memberikan bantuan dana modal untuk wirausaha dalam rangka meningkatkan kualitas income per capita pengusaha. Sedangkan kegiatan penghimpunan LAZIS adalah menerima titipan Bazis dari dana Zakat, Infak dan Sadakah, dan menjalankannnya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Pada perkembangannya, LAZIS tidak hanya menjadi lembaga penerima dan menyalur dana zakat, infak dan shadaqah, namun juga menjadi lembaga keuangan yang melakukan kegiatan untuk dana kemanusiaan, kesehatan, bantuan beasiswa dan lain-lain.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ekonomi rakyat yaitu semakin berperannya lembaga ekonomi Islam, khususnya lembaga pengelola zakat dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan terutama wirausahawan. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai kewajiban moral dalam menciptakan ekonomi kerakyatan yang kuat, sebab 87% masyarakat Indonesia beragama Islam. Dengan sendirinya, apabila ekonomi kerakyatan semakin kuat maka ekonomi umat Islam akan mengalami hal yang sama.

Potensi zakat di Indonesia memang sangat besar, untuk bisa berperan secara optimal, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berwirausaha, pengelolaan zakat harus profesional. Maksud profesional di sini adalah pengelolaan oleh sumber daya manusia tinggi, sarana memadai, manajemen rapi, dan kesejahteraan memadai. Dengan kondisi di atas, maka masyarakat akan ramai-ramai mendatangi lembaga zakat. Apalagi karyawannya ramah-tamah, berjas rapi, dan kantomya luas serta nyaman. Tapi, ketika zakat dipahami secara ritual, apalagi dikelola asal-asalan,  maka institusi ini tidak akan berarti banyak. Dan efekivitas pemanfaat zakat untuk pembangunan ekonomi rakyat tidak akan maksimal.

Sebagai pembanding, pengelolaan zakat yang profesional sudah diterapkan betul di Malaysia, khususnya oleh Pusat Pungutan Zakat (untuk pengumpulan di wilayah Persekutuan) dan Unit Tagihan Baitui Mal (untuk penyaluran). Di Malaysia telah dikenal istilah dua model lembaga zakat. Ini dilaksanakan di Wilayah Persekutuan Malaysia (Kuala Lumpur). Model kedua adalah mengagabungkan antara pengumpulan dan penyaluran. Ini dilaksanakan di beberapa wilayah lain di Malaysia (www.imz.or.id)

Memang perlu disadari bahwa kemampuan setiap LAZIS dalam memberdayakan ekonomi rakyat masing-masing berbeda. Namun yang menjadi optimisme terhadap peran mereka adalah kenyataan bahwaLAZIS kini telah mendapat partisipasi yang kuat dari rakyat Indonesia terutama muzakki.Akan tetapi perlu disadari, bahwa berbondongnya muzakki dalam pemberian dana zakat kepada LAZIS belum berarti  penghimpunan dana zakat telah mencapai langkah yang optimal. Program membangkitkan potensi kesadaran berzakat sudah semestinya ditingkatkan kembali agar partisipasi muzakki lebih luas dan menyadarkan mereka akan manfaat program pengembangan ekonomi masyarakat bagi terwujudnya pengusaha berjiwa wirausaha.

Pengembangan ekonomi melalui wirausaha merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan ekonomi. Dengan demikian, pemberdayaan dana zakat merupakan salah satu komponen dalam ekonomi umat Islam  sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kerakyatan yang digalakkan pemerintah Indonesia.Secara teoritis, keberpihakan pemberdayaan dana zakat terhadap pelaku ekonomi kecil dan menengah khususnya dalam penyaluran dananya, sangat memungkinkan. LAZIS dapat menyalurkan bantuan kreditnya kepada siapapun tanpa dibatasi oleh kemampuan pengusaha untuk membayar. Meskipun kelayakan dan prospek suatu usaha mereka menjadi pertimbangan utama dalam pemberian bantuan dana kepada para mustahiq-nya. Ini berbeda dengan konsep penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank-bank konvensional yang secara otomatis membatasi penyaluran kreditnya hanya kepada mereka yang mampu membayar bunga yang telah ditetapkan terlebih dahulu.Zakat  dananya  dikumpulkan  dan  disalurkan  kepada  yang  berhak menerimanya.Konsep dasar pemberdayaan zakat dapat memberi peluang bagi para wirausahawan untuk mendapatkan pelayanan, dan mengembangkan potensi ekonomi yang mereka miliki.

Dalam prakteknya, keberpihakan LAZIS terhadap ekonomi kerakyatan dapat dilihat dari perjalanan perkembangan LAZIS di Indonesia. Secara umum pengelolaan zakat di antaranya bertujuan antara lain: (a) mengubah posisi dari muzakki ke posisi mustahiq dengan menumbuh-kembangkan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi rakyat,(b) terwujudnya penguasaan dan pengelolaan sumber daya yang adil, merata dan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan yang dicanangkan tersebut LAZIS memiliki sasaran menengah yang ingin dicapai adalah pengembangan wirausaha dan berperan dalam kegiatan ekonomi melalui pengembangan usaha sektor riil. Sebab gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya yang paling pokok adalah memperluas jangkauan akses usaha kecil kepada sumber-sumber dana, teknologi pasar,  informasi serta pembinaan kewirausahaan dan ketrampilan manajemen.

E. KESIMPULAN
Filantropi berbasis syariah Islam telah dilaksanakan bersamaan sejak awal masuknya Islam di Indonesia. Dalam perkembangannya pengelolaan dana ZIS yang kemudian banyak disebut sebagai filantopi Islam telah mengalami perkembangan. Perubahan tata kelola lembaga pengelola zakat pun membawa pengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzakki. Meningkatnya kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat secara otomatis mengingkatkan pula pendapatan ZIS dari besarnya potensi dana amal di Indonesia. Hingga kemudian, jumlah dana tersebut membawa pengaruh signifikan bagi terciptanya kehidupan ekonomi yang lebih baik di Indonesia, khususnya para mustahiq.

Beragam problem dan tantangan yang dihadapi oleh LAZIS di Indonesia sepanjang sejarahnya berkutat pada sistem pengelolaan mereka. Sistem pengelolaan dengan menggunakan pola manajemen modern yang transparan dan profesional menjadi hal yang wajib dimiliki LAZIS di Indonesia. Penentuan program penyaluran dana amal juga menjadi catatan penting bagi LAZIS. Program yang mampu menumbuhkembangkan potensi wirausaha menjadi pilihan utama. Hal ini, menurut sebagian besar kalangan dipercaya menjadi senjata ampuh guna mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.   

Singkatnya, dalam lembaga pengelola zakat harus tersedia  upaya pembukuan yang dibuat serba terkomputerisasi, baik penerimaan maupun penyaluran. Dengan demikian, maka pembayar ZIS dapat mengecek dana yang dikeluarkan, berikut penyalurannya. Dan, lembaga-lembaga lain khususnya yang bergerak dalam bidang keagamaan turut mendukung program pengelola zakat. Mereka ikut mensosialisaikan dan menyebarluaskan pengertian zakat, sampai teknis pelaksanaannya. Dengan demikian, potensi Zakat sebagai salah satu bentuk filantropi Islam bagi pengembangan ekonomi masyarakat, utamanya di negara sedang berkembang seperti Indonesia dapat berjalan maksimal.
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